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PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI
YOGYAKARTA KELAS 1A
~ JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563 YOGYAKARTA
Email: pn.yogva@gmail.com, Situs : www.pn-yogyakota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 025/KET/II/2019/PN.YyK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Dan Tindak
Pidana Korupsi Yogyakarta |A menerangkan bahwa Mahasiswa/i yang bemama :

YUNIAR DWI ASTUTI
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Program Studi : limu Hukum
NIM : 12410234

Telah melakukan penelitian/riset/wawancara di PENGADILAN NEGERIV/HUBUNGAN
INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS 1A dari tanggal
27 Februari — 15 Maret 2019 dengan judul skripsi

“JENIS SANKSI PIDANA KEBIRI DAN PENERAPANNYA BAGI PELAKU

KEJAHATAN SEKSUAL DITINJAU DARI SISTIM PEMIDANAAN DI INDONESIA”

Demikian surat ketengan dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 14 Maret 2019
PENGADILAN NEGERVHUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
TINDAK PIDANA KORUPSI Y OGYAKARTA
KELAS




PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JI. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta — 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 26 September 2018 )

Kepada Yth:
Nomor 1 074/9519/Kesbangpoi/2018 Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Anak
Perihal _.: Rekomendasi Penelitian Yogyakarta

di Yogyakarta

Memperhatikan surat

Dari : Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Nomor :  315/Dek/70/SR/Div.URT/TU/H/IX/2018

Tanggal : 20 September 2018

Perihal :  lzin Penelitian

Setelah mempelgjarisurat permohonan dan proposal yang digjukan, maka dapat diberikan
surat rekomendasi' tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka
penyusunan skripsi dengan judul proposal: "JENIS SANKSI PIDANA KEBIR! KIMIA DAN
PENERAPANNYA BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL DITINJAU DARI SISTEM
PEMIDANAAN DI INDONESIA” kepada:

Nama i YUNIAR DWI ASTUTI

NIM 1 12410234

No.HP/lIdentitas : 085255340119/3306074506940001
Prodi/Jurusan : limu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Lokasi Penelitian - Sekretariat |DI Yogyakarta
- Yayasan'Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta
Waktu Penelitian : .27 September 2018 s.d 28 Februari 2019
Sehubungan dengan’ maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat
memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati_dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah
riset/penelitian;

2. "Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada
kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;

3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-
lambatnya 6 bulan seteleh penelitian dilaksanakan.

4.  Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 21(dua)kali dengan menunjukkan
surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya
surat rekomendasi ini.

Rekomendasi ljin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang
tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan makium.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fak Hukum Universitas Islam |
3. Yang bersangkutan.
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PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 864650, Faksimilie (0274) 864650
Website: www.slemankab.go.id, E-mail : kesbang.sleman@yahoo.com

SURAT IZIN
Nomor : 070 / Kesbangpol / 1287 / 2019

TENTANG PENELIT'IAN

Dasar Bupati Sleman i3 un 2017 Tentang Izi itian, Izin Praktik Kerja
Dan Izin Kuli ja N .
Menunjuk .

Nomor : 110/Dek/70/SR/Div.URT/TU/H/IV/2019 anggal : 05 April 2019
Hal : [jin Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada
Nama ’ DWI ASTUTI
No.Mhs/NIM/NIP/NIK 306074506940001

Program/Tingkat

RW 004, Banyuu , Jateng

PKL dengan judul

RAPANNYA BAGI
SISTEM PEMIDANAAN

Lokasi

s/d 10 Juli 2019
Dengan ketentuan sebagali i
> 1. Wajib melaporkan diri ke ejaba Kepala Instansi

-ketentuan setempat yan,
7 epentingan di luar yang dir 2
4. Wajib menyampaikan lap enelitian berupa 1 (satu) CD format Bupati diserahkan
melalui Kepala Badan Ke s olitik Kab. Sleman.
5. Izin ini dapat dibatalkan ' a tidak dipenuhi ketentuan-ketentian di atas.

Demikian izin ini ¢ a akan sebagaimana mestinya, di n pejabat pemerintah/non
da kami 1 (satu) bulan

. Fal um Ull
4. Yan

Bersangkutan

Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19621002 198603 1010



